LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
‘ PANGKALPINANG

SERI: , TAHUN 3998 NOMOR 70

PERATURAN DAERAI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT I1
PANGKALPINANG

'NOMOR : 10 TAIUN 1998
. TENTANG
PAJAK REKLAME
DENGAN RAEMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALTKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II PANGKALPINANG

Menimbang : a., bahwa dengen ditetapkannya Undang~ undang
Nomor 18 Talmm 1997 tentang Pajak Daerah,
Peraturan Daerah tentang Pajek Reklame
perlu disesuazikan,

b. bahwa untuk meleksanskan penyesuaien seba
gaimara dimaksud huruf a, perlu mengatur
kembeli Pajek Reklame yang ditetapkan da-
lam Peraturan Daerali,

Mengingat : 1., Undang -~ undang Nomor 28 Telun 1959 ten~
tang Pembentukan Daerah’Tingkat II dan
Kotapraja 4i Sumestera Selatsn ( Lembaran
Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan lem-
baren Negara Nomor 1913).

2. Undang - undang Nomor 5 Talun 1974 ten -~
tang Pokok=-pokok Pemerintahan Di  Daerah
(Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tem
bahan Lembaran Negara Nomor 3037).

3« Undang-undang Nomox 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana (Lemberan Negara Tahun
1981 Nomox 76, Tambahan Lembaran Negara
Nomox 3209).
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Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang
Baden Penyelesaian Sengketa Pajak (Lemba -
ran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3684),

Undang-undang Nomer 18 Tahun 1997 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Ilembz -
ran Negara Tahun 1957 lomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3685).

Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang
Penagihan Pajak dengan Sirat Paksa (Lem'=
Yaran Negera Tahun 1967 Nomor 42, Tambzhan
Lembaran Negaxra Nomor 3686).-

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1984
tentang Perubahen Batas Wilaysh Kotemadya
Daerah Tingkat II Pangxalpinang dan Kabu -
paten Daerah Tingkat II Bangka (Lembaran -
Negara Tahun 1984 Nomor 15 dan Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3269).

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997
tentang Pajek Daerah (lembaran Negara Ta~
hun 1997 Nomor 54 dan Tambahan Lembaran Ke
gara Nomor 3691? '

Keputusan Menteri Dalan Negeri Nomor M.04-
PW,03 Tahun 1984 tentarg Wewenang Penyidik
Pegawai Negeri Sipil,

Keputusan Menteri Dalan Negeri ‘Nomoxr 84 Ta
hun 1997 tentang Bentuk Peraturan Daerah -
Peraturan Daerah Perubahan.

¥Xeputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170
Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemu-
ngutan Pajak Daerah,

Eeputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173
Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan -
di Bidang Pajak Daereh,

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota -
madya Daerah Tingkat II Pangkalpinang.

B UOTPTUSKAN
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Menetapken : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
PANGKATLPINANG TENTANG PAJAK REKTLAME,

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
a. .Daersh adalsh Kotamadya Daerah Tingkat II Pkpinang.

b. Pemerintah Daersh adalah Pemerintah Kotemadya daerah
Tingkat II Pangkelpinang.

c. Kepala Daersh edeleh Walikotamadya Kepala Daersh Ting
kat II Pangkalpinang.,

d. Wilayah Daerah adelah Wilayah Daersh Kotamadya Daerah
TPingkat II Pangkalpinang.

@, Dinas Pendapatan Daersh adalah Dinas Pendapztan Dae -
rah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang.

f. Kas Daerah adzlaeh XKas Kotamadya Daerah Tingkat IT
Pangkalpinang.

&. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut Pajek adalzh =
punguten daersh atas penyelenggeraan reklame,

h, Reklame adalah benda, alat, perbuatan astau media yzng
mermurut bentuk susunan dan corak ragamnya wntuk tuju-
an komersial, dipergunskan untuk memperkenalkan, me-
nganjurkan atan memjikan suatu barang, jasa . atau
orang ataupun untuk menarik perhatian umum kepada sua
tu barang, Jjasa atau orang yang ditempatkan atau
yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar . ‘dari
suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh
Pemerintah,

i, Panggung/Tokasi reklame adalah suztu sarana atau tem-
pat pemasangen 1 (satu) atau beberapa buah reklame,

J+ Penyelenggara Reklame adalah perorangan atau Badan
hukum yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan -
atas namanya sendiri atau untuk dan ates name pihak
lain yang menjadi tanggungannya.

k. Kawasan/Zone adalah batasan ~batasan wilayah tertantu
sesual dengan pemanfaatan ellayah tersebut yang dapat
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digunakan untuk pemasangan reklame,

Nilai Jjual obyek Pajak Reklame adalah keseluruhan pem-
bayaran/pengeluaran biaya yang dikeluarken oleh Pemi -
1ik dan atau penyelenggara rekleme termasuk dalam hal
ini edalsh biaya/harga beli bahen rekleme, konstruksi,
instalesi listrik, pembayaren/ongkos perakitan, peman-
caran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan -
dan transportasi, pengangkuten dan lain sebagainya sam
pai dengan bangunan reklame rampung dipancarkan dipera
kan ditaysngkan dan atau terpasang ditempat yang telah
ditentukan,

Nilai strategis lokasi reklame adelah ukuran .. -nilai’
yeng ditetapkan pada titik lokasi pemasangen  reklame
tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemanfeatan ta
ta ruang kota untuk berbagai sspek kegiatan di Bidang
usaha.

Surat Pemberitahuan Fajek Daerah yang selanjutnya di-
singkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh  Wajib
Pajak untuk selaporkan perhitungan dan pembayaran Pa-

. Jak yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan

Qe

I

Be

Perpajakan Daerah.

Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat~
SSPD adalah Surat yang. digunasken oleh Wajidb Pajak un~
tuk melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang
texutang ke kas Daerah atau ke tempat lain yeng dite -
tapkan oleh Kepala Daerah,

Surat. Ketetapan Pajak Paerah yang selanjutnya dising-
kat SKPD adalah Surat Keputusan yang menentukan besar—
nya jumlah Pajak yang terutang.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selan -
Jjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat Keputusan yang
menentukan besarnya jumleh Pajak yang terutang, Jjumlah
yang masih harus dibayar.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar . .. @amhahan
yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah Surat Keputu

san yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yeng
telah ditetapkan, ;

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjut
nya disingkat SKPDLB adalah Surat Keputusan yang menen
tukan Jjumleh kelebihan pembayaran Pajek karena Jumlah
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kredit Pajak lebih beser dari Pajek yang terutang atau
tidak seharusnya terutang.

t. Surat Ketetapan Pajek Daerzh Bihil yang selanjutnya dai
singkat SKPDN adalah Surat Keputusan yang menentukan -
jumlah Pajek yang terutang sama besarnya dengan kredlt
Pajak atau Pajek tidak terutang den tidak ada kredit
Pajak.

u. Surat Tagihen Pajak Daerah yeng selanjutnya diaingkat
STPD adaleh Surat untuk melakuksn tegihan Pajak atau
sanksi administrasi berupa bunga den atau denda.

BAB II 3
NAMA, OBYEK DAN SUBYZK PAJAK
Pasal 2

(1) Dengan nema Pzjzic Reklame dipungut Pajak atas setiap
penyelenggaraan reklame.

(2) Obyek Pajak adelah semua penyelengeraan reklame.,

(3) Penyelengara reklame sebageimena dimaksud ayet (2)
meliputi : .

a. Reklame papan/Billbord/Megatron.

b. Reklame kain,

¢. Rekleme melekat/stikexr.

d. Rekleme selebaran.

e, Reklame berjelan, termesuk pada kendaraen,
f. Reklame udara.

8. Reklame suera.

h. Reklame film/slide.

i, Rekleme peragaen,

Pasal 3

" Dikecualikan Obyek Pajak adalah :

a. Penyelenggeraan Reklame oleh Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daexah,

b, Penyelenggaraan Reklame melalul televisi, radio,warta
harian,

c. Penyelenggarasn reklame yeng ditetapksn oleh Kepala
Daerah. :

Pesal 4
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Subyek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang me-
nyelenggarakan dan atan memesan reklame,

Wajib Pajek adalah orang pribadi atau’Badan yeong re—
nyelenggarokan reklame,

BAB III
DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK
Pasal 5
Dasar Pengenaan Pajak adalah Nilai Sewa Reklame.

Nilai Sewa rckleme sebagaimana dimaksud pade ayat (1)
dihitung berdaserken pemasangen, lama pemasangzn, RDi-
lai strategis, lokasi dan jenis reklame.

Dalam hal reklame diselenggarakan oleh orang pribadi
atau badan yang memenfaatkan reklame untuk kepentingan
sendiri, maka nilai sewa reklame dihitung berdasarkan-
besarnya pemasangon, pemeliharaan, lema pemasangan,
nilai strategis, lokasi dan jenis rekleme.

Dalam hal reklame diselenggarsken oleh pihak = ketiga,
maka nilai sewa reklame ditentukan berdasarken jumlah
pembayaran untuk suatu masa pajak/mase. peryelenggaraan
reklame dengan memperhatikan biaya pemasangan, biaye
pemeliharaan, lamanya pemasangen, nilai strategis, Lo-
kasi dan jenis reklame,

Hasil perhitungan Hilai Sewa Reklame sebagairana di-
meksud pada ayat (2) dinyatakan dalam bentuk tabel dan
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerzh,

Pasal 6

Besarnya tarif Pajek ditetapken 25 9 (Duapuluh lima persen

(1)
(@)

BAB IV
WILAYAH PIMUNGUTAN DAN CARA
PERHITUNGAN ZAJAK
Pasal 7
Pajak yang dipungut di Wilayah Daerah,

Besarnya Pajak yang te uteng dihitung dengan cara me—
ngalikan tarif Pajak sebegaimana dimeksud delem pesal
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6 dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dinaksud da
lam pasal 5.

BAB V.

MASA PATAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT
PEMBERTAHUAN PAJAK DAERAH

Pesal 8

Masa Pajak adalah jengka waltu Yeng lamenya sema  dengan
penyelenggaraan relklame,

Pagal 9 ¢
Pajak terutang delem masa Pajak terjadi pada saat penye - .
lenggaraan reklame,
Pasal 10
(1) Setiap Wajid Pajak wajib mengisi SETED.
(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada zyat (1) harus diisi

dengan jales, benar dan lengkap serta litandatangani
oleh Wajib Pajek atau Xuasanva.

(3) SPTPD sebagaimana direksud ayat (1), harus disampai -
kan kepada Kepala Daerah selambat~lambatnyz 15 (Lima
belas) hari setelah berakhirnye masa pajak.

(4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian dan penyampaian—
SPTPD ditetapkan Kepala Daerzh.

BAB VI
TATA CARA PEREITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK
Pasal 11

(1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalem pasal
11 ayat (1), Kepala Daerah menetapkan rajek terutang
dengan menerbitkan SKPD,

(2) Apabila SKFD sebagaimana dimeksud pada ayat (1) ti=
dak atau kurang dibayar setelah lewat waltu paling
lama 30 (Tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dike-
nakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 %
(Dua persen) sebulan den ditagih dengan menerbitkan-
STPD,

Pasal 12
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(1) Wajidb Pajak yang membayar sendiri STPD sebagaimana di
maksud dalam pasal 11 ayat (1) digunaken untuk menghi
turg, memperhitungkan dan menetapkan Pajak = - géndiri
yang terutang.

(2) Dalem jangka waktu 5 (line) tahun sesudah saat teru -
tangnya vajak, Kepala Deereh dapat menerbitken:

a. SKPDKB. :
b, SKPDKBT. . >
c. SKPDN,

(3) SXPDKB sebagaimana dimeksud pede ayat (2) huruf o di~ -
terbitkan :

a. Apabila berdesarken hasil pemeriksaan atau ketera-
ngen lain Pajzk yang terutang tidek atau kurang )
dibayar, dikenskan sanksi administrasi berupa bu-
nga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari
Pajak yang kurang atau terlambat dibayar . . ‘untuk
jangka waltu paling lama 24 (due puluh empat) bu-
lan dihitung sejak saat terutangnya Pajak.

b. Apabile SPTPD tidak disampaiken dalam jangka wak - i
tu yang ditentulan den telah ditegur secara  ter-~ '
tulis, dikeneken sanksi administrasi berupa bunga
sebesar 2 % (Dua persen) sebulan dihitung dari |
Pajek yang kurang atau terlambat dibayar untuk ‘
jangka waktu paling leme 24 (dua pulvh empet)bulan i
dihitung sejek saat terutangnya Pajak. !

¢, dpebila kewajiban mengisi SPTrD tidak dipenuhi, Pa
jek yang terutang dihitung secara jabatan dan dike-

. nakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar
25 % (dua puluhr lima persen) dari Pokok Pajak di-
tambah senksi adminisirssi berupa bunga sebesar X}
(dua persen) sebulan dihitung dari Pajak yang ku-

rang atau texlembat dibayar untuk jangka waktu
paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung °
sejak saat teiutangnya Pajak.

{4) SKPDKBT sebagaimena dimaksud pada ayat (2) huruf b ai -

terbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang
semula sebelum terungkap yang menyebabkan penambahan-—.
Jumlah Pajak yang terutang, akon dikenaken sanksi ad-
ministrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus per
sen) dari jumlsh kekurangan Pajak tersebut,
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(5) SKPDN sebageimana dimeksud pada eyat (2) huruf ¢ diter
bitkan apabila jumlah Pajek yang terutang sama besar -
nya dengan jumlah kredit Pajgk atau Pajak tidak teru -
tang dan tidek eda kredit Pajek.

(6) Apabila kewajiban membayar Pajak teruteng dalam SKPDKB
dan SKPDXBT sebagaimana dimaksud pade ayat (2) huruf a

dan b tidak aten tidak sepenuhnye dibayar dalam jangka -

wakiu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbit. -
kan STFD ditambeh dengan sanksi administrasi berupa bu
nga 2 % (dua persen) sebulan, -

(7) Penambahan jumleh pajek yeng terutang sebegeimena  di
maksud ayat24) tidak dikenakan pada wajib Pajak apabi-
la melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan peme-
riksaen,

Pasal 13

Bentuk, jenis den isi formulir yang dipergunaken dalam
perhitungan den penetepan pajzk dan tata cara penyampaian
ditetapkan oleh EKepala Deerah,

BAB VII
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 14

(1) Pembayerar Pajek dilakukan di Kas Daerah atau tempat
lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerzh sesuai + " “waktu
yang ditentuken dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT den
STPD. -

(2) Apabila pembayaran Pajak dilakuken diterpat lain yang
ditunjuk, hasil penerimaan Pajak harus disetor ke Xas
Daerah selambat-lwabatnyz 1 x 24 Jam atau dalam jangka

- waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerzh.

(3) Pembayaran Pajak sebagaimana dimeksud pede ayat (1)
dan ayat (2) dilakukan dengan mengzunakan SSPD,
Pasal 15
(1) Pembayeran Pajak harus dilakukon sekaligus atau lunas,

(2) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wa~
Jidb Pajak untuk meangsur Pajak terutang dalam kurun -
waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang di
tentukan.
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(3) Angsuran Pembayaran Pajak sebagaimana dimnaksud pada
* ayat (2), harus dilakukan secare teratur dam berturut—

turat dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen )
sebulzn dari Jumleh Pajak yang belum atan kurang d4i -
bayar,. .

(4) Kepala Daexrah dapat memberilkan persetujuan kepada wa~-
jib Pajak untuk memunda pembayaran Pajak sampai waktu
yang ditentukan setelzh memenuhi persyeraten yang di
tentukan dengan dikenakan bunga 2 % (dua persen) sebu-
lon deri jumlah Pajak yans belum atau kurang dibeyar.

(5) Persyaratan untuk 2zpat meangsur dan menunda pembayz =
ran serte tete cara pembaysran angsuran dan penundaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dite -
tapken oleh Hepela Daerah.

Pasal 16

detiap pembayeran Pajek sebagaimane dimaksud dalam pasal

15 diberiken tanda bukti pembayaren den dicatat dalam buku

penerimean,

Pasal 17
Bentuk, Jjenis, isi formulir pembayaran, tenda bukti pembe~
veran den bukun penerimaan Pajak ditetapkan oleh lepala Dze
rah,
B4B VIII
TATA CARA PENAGIHAW PAJAK
Pasal 18

(1) Surat Teguran avau Surat Peringaten stzu Surat lain
yang sejenis sebagal awal tindaleen pelaksanasn penagi
hen Pajek dikeluarkan 7 (tujuh) bari sejak saat Jjatuh
tempo pembayarine

{(2) Dalar jengka wektu 7 (tujub) heri setelsh tanggzl Su-

rat Teguran atau Surat Peringaten atem Suratl lain
yang sejenis, wajib pajak harus mehunasl pajek  yang
teruteng. :

(3) Surat Teguran, Surst Peringaten atau surat lain yang
sejenis sebagaimana dimeksud pada ayat (1) dikenzken-
oleh Pejabat,

Pasal 19



045

(5) SKPDN sebagaimana dimeksud peda ayat (2) huruf ¢ diter
bitkan apabila jumlah Pajek yang terutang sama besar -
nya dengan jumleh kredit Pajgk atau Pejzk tidak teru -
tang dan tidek ada kredit Pajek,

(6) Apabila kewajiban membayar Pajak teruteng dalam SKPDKB
dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pads ayat (2) huruf a

dan b tidak ateu tidek sepenuhnyes dibayar dalam jengkes -

waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbit. -
kan STPD ditambeh dengan sanksi administrasi berupa bu
nga 2 % (dua persen) sebulan.

(7) Penambahen jumlzh pajek yeng teruteng sebagzimanz  di
maksud ayat(4) tidak dikenaken pada wajidb Pajak apabi-
la melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan peme-~
riksaan,

Pasal 13

Bentuk, jenis den isi formulir yang dipergunakan dalam
perhitungan den penetapen pejzk dan tata cara penyampaian
ditetapkan oleh Kepala Deerah.
BAB VII
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 14

(1) Pembayerar Pzjck dilakuken di Kas Daerah atau tempat
lain yang ditunjuk oleh Kepala Deerzh sesuai + . 'waktu
yang ditentuken dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT den
STPD,

(2) Apabila pembayaran Pajak dilakuken ditempat lain yang
ditunjuk, hasil penerimaan Pajak harus disetor ke Xas
Daerah selambat-laabatnyz 1 x 24 Jam atau dalam jangka
waktu yang ditentukan olen Kepala Daerzh.

(3) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) dilakukan dengan mengzunzkan SSPD,
Pasal 15
(1) Pembayaran Pajak harus dilakulan sekaligus atau lunas,

(2) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wa~
Jib Pajak untuk meangsur Pajak terutang dalam kurun =~
waktu tertentu, gsetelzh memenuhi persyaratan yang di
tentukan.
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(3) Angsuran Pembayearan Pajak sebagaimana dimoksud pada
" ayat (2), harus dilekukan secara teratur dan berturut—

turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen )
sebulsn dari jumlzh Pajak yang belum atan kurang di -
bayar. .

(4) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepade wa-
jib Pajak untuk memnda pembayaran Pajak sampai waktu
yang ditentuken seleleh memenuhi persyaratan yang di
tentuxan dengen dikenaken bunga 2 % (due persen) sebu-
lon deri jumlah Pajak yang belum atau kurang dibayar,

(5) Persyaratan untuk depat meangsur dan menunda pexbaya —
ran serte tata cara pembayaran angsuran dan penundaan
gebageimana dimaksud pada ayal (2) dan ayat EA) dite -
tapken oleh Hepala Daerah.

Pagal 16
Retiap pembayaran Pajek sebagaimana dimaksud dalam pasal

15 diberiken tanda bukti pembayaren den dicatet dalam buku
penerimean,

Pasal 17
Bentuk, jenis, isi formulir pembayaran, tanda bukti pemba~
varan don bulw penerimaan Pajak ditetapkan oleh Hepala Dae
reh,
BiB VIII
TATA CARA PENAGIHAN PAJAK
Pagal 18
(1) Surat Teguran atau Surat Peringaten stea Surat  lain
yeng sejenis sebagal awal tindelken pelaksanazn penagi
han Pajek dikeluerkan 7 (tujuh) hari sejek sast jatuh
tempo perbayaran.

(2) Dalar jenpgka wektu 7 (tujuh) heri setelsh tanggel Su-

rat Teguran atau Surat Peringatan ateu Surat lain
yang sejenis, wajib pajak harus mehunasi pajek  yang
terutaeng. .

(3) Surat Teguren, Surat Peringaten atau surat lein yang
gejenis sebagaimana dimeksud pada ayat (1) dikeneken—
oleh Pejabat.

Pasal 19
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(1) Apabila jumleh Pejak yeng masih harus dibayar tidak
dilunasi delam jengka waktu sebagaimana ditentukan da
lam Surat Teguran ataun Surat Peringatan atau surat
lain yang sejenis, Jjumlah Pajak yang harus dibayar
ditahih dengan Surat Paksa.

(2) Pejabat menerbitken Surat Paksa segera setelah lewat

21 (dua puluh sztu) hard sejak tanggal Surat Teguran
atau Surat Peringaten atau surat lain yang sejenis.

Pasal 20

Apebila Pajek yang harus dibayar tidak dilunasi * dalam
Jangka waktu 2 X 24 jam sesudsh tanggal pemberitahuan Su~
rat Paksa, Pejabat segera menerbitkan Surat Perintzh me-
laksanakan Penyitzan,

Pagal 21
Setelzh dilakukan penyitean dan Wajib Pajek belum juga me
lunasi utang Pajaknya setelash lewat 10 (sepuluh) hari

sejek tanggal pelaksanaan Surat Perintah Pelaksanakan Pe-
nyitaan, Pejabat mengajukan permintean penetapan tanggal
Pelelangan kepada Kantor Ielang Negara.

Pasal 22

Setelah Kantor lelang Negara menetapkan hari, tenggal, =
jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita memberitahu
kan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak,.

Pasal 23

Bentuk, jenis den isi formulir yang dipergunaken untuk -
pelaksanaan penzgihen Pajek Daerah ditetapkan oleh Kepa~
la Daerah.

BB IX

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 24

(1) Kepala Daersh berdasarkan permohoncn Wajib Pajak da-
pat memberikan pengurangan keringanan dan Pembebasan
Pajek,

2) Tat an penIuTenga ; _
(2) Tt carp Repbertan. Pead SRR BARE 252, TD) T



(1)
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ditetapkan oleh Kepala Daerah,
BAB X

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN
KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURA-
NGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 25

Kepala Daerah karena jabatan atau atas permchonan Wa~
Jjib Pajak dapat s

* @, membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKT * atan

(2)

(3)

(4)

STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan
tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam
Pbenerapan Peraturan Peraturan Perundang - undangan
Perpajakan Daerah,

b, membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak Yang
tidak benar,

€. mengurangkan atau menghapus sanksi adminjstrasi be
rupa bunga, denda kenaikan pajak terutang dalam
hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan
Wajib Pajak atan bukan karena kesalahannya.

Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan keteta
pan dan penghapusan atau pengurangan sanksi adminig -
trasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana
dimakeud peda ayat (1) harus disampaikan secara ter
tulis oleh wajib Pajak kepada Kepala Daerah atau
Pejabat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak
tanggal diterima SKPD, SKPDKB,SKPDKBT atau STPD dew
ngan memberikan alasan yang jelas.

Kepala Daerah atam Pejabat paling lama 3 Tiga) bulan
sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) diterima, sudeh harus memberikan keputusan,

Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana di-
maksud pada ayat (3) Kepala Daerah atau Pejabat tidak
memberikan keputusan, permchonan pembetulan, pembata~
lan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengu
rangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan,

BAB XI
KEBERATAN DAN BANDING



(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(2)

(2)
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Pasal 26

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada
Kepala Daerah atau Pejabat atas suatu @

a. SKPD,
b. SKPDKB,
c. SKPDKBET,
d. SKPDIB.,
e. SKPDN,

Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) harus disampaikan secara tertulis dalam .bahasa
Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SK
PD, SKPDKB, SKPDKBT,SKPDLB,dan SKPDN diterima oleh Wa
Jib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali
apabila Wajib Pajak dapat menunjukan bakwa -. . Jangka
waktu itu tidak dapat dipemuhi karena keadaan di luar
kekuasaannya.

Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangka waktu paling
lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permoho
nan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di
terima, sudah memberikan keputusan.

Apabila setelsh lewat waktu 12 (dua belas) bulan seba
gaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Daerah atau
Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan kebera
tan dianggap dikabulkan,

Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

“Pasal 27 .
Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan
Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3

(tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan,

Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak menunda kewajiban membayar pajak,

Pasal 28
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Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam
pasal 27 atau banding sebagaimana dimaksud dalam pasal 26
dikabulken sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran
pajak dikembalikan dengan ditambsh imbalan bunga sebesar
2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua paluh
empat) bulan,

BAB XII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
Pasal 29

{1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengekbalian =
kelebihan pembayaran pajak kepada Kepala Daerah  atau
Pejabat secara tertulis dan menyebutkan sekurang- . -
kurangnya :

&+ Nama dan Alamat wajib Pajak

b. Masa Pajak

¢, Besarnya kelebihan pembayaran pajak
d. 4lasan yang jelas,

(2) Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangka waktu paling
lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan
pengembalian kelebihan pembayaran pajek sebagaimana di
maksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan,

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat(2)
dilampaui Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan
keputusan, permchonan pengembalian kelebihan pembaya-—
ran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diter —
bitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4) Apabila wajib Pajak mempunyai utang pajak lain, kelebi
han pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih
dahulu utang pajak dimaksud,

(5) Pengembalian kelebiban pembayaran pajak dilakukan da-
lam waktu peling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan-
nya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar
Kelebihan Pajak (SPMKP).

(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilaku
kan setelah lewat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannye —
SKPDIB, Kepala Daerah atau pejabat memberikan imbalan
bunga sebesar 25 (dua persen) sebulan atas keterlamba-
tan pembayaran kelebihan pejak,
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Rapal . 30
4pabila kelebihan pembayaran pajek diperhitungkan dengan
utang pajek lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 30

ayat (4), pembayarannya dilakikan dengan cara pemindah bu
kuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIII

KEDALUARSA

Pasal 31 .

(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluarsa sete—
lah melampaui jangka waktu 5 (1lima) tahun terhitung -
sejak saat terutangnya pajak kecuali apabila wajib
Pajak melakukan tindakan pidana di bidang perpajakan
daerah,

(2) Kedaluarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tertangguh apabila :

a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa, atau
b, Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik
langsung maupun tidak langsung.
BAB XIV
KETENTUAN - PTDANA
Pasal 32

(1) Wajib Pajak yang karena kealpamnnya tidak menyempal -
kan SPTPD atau mengisizdengan tidek benar atau tidak
lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar
sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana de~-
ngan pidana kurungan pal lama 1 (satu) tahun atau
denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak teru -
tang,

(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SP
TPD atau mengisi dengan tidak benar atau lengkap atau
melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga meru
gikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana
penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling
banyak 4 (empat) kali jumleh pajak tertang.

Pasal 33
Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 tidak
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dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) ta' -
hun sejak. seat terutangnya pajak atan berakhirnya masa
Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhir —
nya Tahun Pajak,

.

BAB XV
PENYIDIKAN
Psal 34

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan
Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Pe -
nyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana  di
bidang Perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud dalem
Undang-undang Nomor 8 Tahun 19681 tentang Hukum Acara

" Yidana.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

adalah :

8. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti kete—
rangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidena
dibidang Perpajakan Daerah agar keterangan ataun
laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas,

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan me—
ngenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran
perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak
Pidana Perpajakan Daerah tersebut,

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pri
badi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di
bidang Perpajakan Daerah, '

d. liemeriksa bulu-buku, catatan dan dokumen—-dokumen -
lain berkenaan dengan tindak pidena dibidang Perpa
Jakan Daerah,

€. Melakukan penggeledzhan untuk mendapatkan bahan
bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen - dokumen
lain, serta melalikan penyitaan terhadap bahan
bukti tersebut,

,L f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksa -

naan tugas -penyidikan tindak pidana dibidang Perpa
Jakan Daerah, '

&+ HMenyuruh berhenti, melarang séseora.ng meninggalkan
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ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang
berlangsung dan memeriksa identitas orang atau
dokumen yeng dibawa sebagaimana dimaksud pada hu-

muf e. .

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak-
pidana Perpajakan Daerah.

i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan
diperiksa sebagal tersangka atau saksi.

Jje Menghentikan penyidikan,

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelanca -
ran penyidikan tindak pidana di bidang FPerpajakam
Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawa
kan,

$3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberita
hukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil pe
nyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan keten
tuan yang diatur dalam Undang-undeng Nomor 8 Tabun -
1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 35

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Kepada
Daerah,

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundang-
kan,

Agar orang dapat mengetabuinya, memerintahkan Pengunda -
ngan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang

Ditetapkan di : Pangkalpinang
Pada tanggal : 28 - 1 -~ 1998

WALTKOTAMADYA KEPALA  DAERAH
TINGKAT II PKPINANG,

Cap / Dto
DRS.H,SOFYAN REBUIN



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
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PANGKATPINANC,
aE1UA

Cap / Dto

DRS., A EUDARNI RANI,SH

DISAHKAN 3

Dengan Keputusan Menteri
Dalam Negeri Republik
Indonesia

Nomor : 973.20-266
Tanggal: 27 ~ 7 -~ 1998

Direktorat Jendral

Pemerintahan Umum dan Otonomi

Daerah Direktur Pembinaan
Pemerintahan Daereh

Cap / Dto

DRS, K AUS AR, &S

DIUNDANGKAN -

Dalam Lembaran Daerah Kodya
Dati IT Pangkalpinang

Nomor : 07 Tahun 1998
Seri : A
Tanggal : 24 Agustus 1998

Sekretaris Kotamadya,
Cap 3§ Dto

DRS.H.A., MERCHAN MUKTI
PEMBINA TK I
NIP.010049172.



